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Rencana strategis merupakan dokumen perBncanaan pembangunan jangka menengah
yang merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran,- strategi, arah kebijakan, program,

ftegiatan, iridikator kin-erja utama dan pendanaan indikatif.Penyusunannya berpedoman pada

Re-ncana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna mendukung
pencapaian visi pembangu nan Kota Denpasar Tahu n 2021 -2026' 'Rencana' strategis merupakan penjabaran lebih lanjut visi, misi pembangunan

Pemerintah Kota Denpasar .Visi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan Dinas P6nanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kota Denpasar

Lebagai-lembaga pelayanan publik. Selanjutnya dijabarkan tiap tahun.menjadi Rencana Kerja

tnenjil yang 
-at'an iiimplehentasikan 

-untirk 
mendukung peningkatan kualitas layanan

ienahimln irodal, perijindn dan non perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha.
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l.l.Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara

dan penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan sesuai

dengan harapan dan keinginan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur

pemerintah khususnya pelayanan di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan

masih dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Menindaklanjuti penyesuaian nomenklatur perencanaan pembangunan dan

keuangan daerah sebagaimana termuat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 tahun 202'l tentang hasil verifikasi, Validasi dan lventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi,

Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

penyesuaian kelembagaan sebagaimana dimuat pada Peraturan Walikota tentang

kedudukan , Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta

rekomendasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

lndonesia yang dimuat pada surat nomor 8/364/A4.O5l2O22 tanggal 7 Maret 2022 perihaL :

Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Tahun 2021, Perangkat daerah

agar menyusun Rancangan Perubahan Rencana Strategis tahun2021-2026

Penyusunan Rencana Strategis mengacu kepada RPJMD Kota Denpasar dan

diimplementasikan setiap tahun kedalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Kota Denpasar tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi untuk mengawali kegiatan

dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat kearah yang lebih baik.

Rencana strategis diharapkan dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan

dan penilaian upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Denpasar yang dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja

Tahunan.

Rencana strategis pada hakekatnya disusun $ebagai upaya untuk menyiasati

keterbatasan sumberdaya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan

akhir yang hendak dicapai.

5

BAB I
s

;



l,2.Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar 2016-2021 adalah :

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar oeug

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

d. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor I Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

e. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Sat, Pintu Daerah

h. Peratunn Mentei Dalam negei l,lomor 86 Tahun 2017 tentang la|da cara perencanaan, Pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pem-

bangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan iangka menengah daerah, serta tiata cara pe-

rubahan rencanapembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah,

dan rencana kerja pemerintah daerah

l. Peraturan Ment6ri Dalam Negeri Nomor 90 Yahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatia Cara Review Atas Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah

k Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan

lventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah

l. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atias Peraturan Walikota Nomor 13

tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah

m. peretu.",n o,EF,rah Kot, DenFsar ttotnor 5 Tahun 2021 tent,Ing Rencana Pambangunan Jangka

llenugah Daenh Son este Berorrcere Kota Denqasar Tahun 2021' 2O26

n. peraturan Welikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Ser-

ta Tata Kerja PeEngkat Daerah ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45 ).

O. peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kotia Denpasar

Tahun 2021-2026 ( Berita Daerah Kotia Denpaser Tahun 2021 Nomor 56 ),

p. Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 903 / 628 / BAPPED N2022 Tenlang Pedoman Penyusunan

Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2024

l.3.If,aksud dan Tuluan

Berdasarkan latar belakang teEebut di atas, maksud dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal

dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan untuk mendukung tercepainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpaser pada umumnya

serta terkait pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan khususnya.Adapun tujuannya adalah

sebagai .guide line'dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpedu Satu
pintu Kota Denpasar yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitias layanan penanaman

modal, perijinan dan non perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha
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l.4.Sistematika Penulisan

oautt
Untuk memudahkan memahami Renstra Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, maka disusun sistematika penulisan
sebagai berikut :

B.b l. Pendahuluen

Pada Bab lini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Brb ll. Gembaran Pehyrnan Pcrangkat Daerah

Pada Bab ll ini diuraikan hal-hal sebagai berikut:
ll.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
ll.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
ll.3 Kineda Pelalanan Perangkat Daerah
ll.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab lll. Permasalahan dan leu-lsu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab lll ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

lll.1. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

lll.2. Tehahan Vsi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

lll.3. Telaahan Renstra l(L dan Renstra
lll.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup

Strategis
lll.5. Penentuan lsu-lsu Strategis

Bab lV. Tujuan dan Sasaran

Pada Bab lV ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

|V.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada Bab V ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

V.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah

Bab Vl. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada Bab V I ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

Vl.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Bab Vlt. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada Bab Vll ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

Vll.1. lndikator Kinerja Utama
Vll.2. lndikator Kinerja yang mengacu pada lndikator Kinerja Daerah Kota

Denpasar

7
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BAB II
OATBARA}' PELAYAilAN PERAI{CI(A? OAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Kota

Denpasar sebagai PTSP terbentuk dari sebuah proses dalam rangka Pemerintah Kota

Denpasar mencari pola dan bentuk yang terbaik dalam memberikan pelayanan perijinan

kepada masyarakat / stake holdemya. Proses tersebut diawali dengan pembentukan :

Pehyanan pub* khususnya pebyanan ffiiran sebagai upaya unlut menigkdlan lesejahtaaan nnsyarakal

ruupakan sahh utu lamjban pmerirlah. Dhbi lair nnsyaralal dan dunia usaha sebagai pilnk yang

dhyani menuntul unluk rrndap*an pbyamn yang lebh ba* bg| lnl initefiat dad kehlnn kefuhan yang

disanpalanterkal dengn pebyanan pihan anhra bh :

' Pebyanan yang berbefl{el
.Trlak lranspran
.tlbya thggi

Vtlalikota Denpaur nnhfui Keputuun Vtlalikotanndya KDH Tnghal ll Denpaur Nomor 524 Tahun 1998

[lembenluk Sekretarbl Bersanp Pehyanan Tapadu (Sekberyardu) untuk mer$erkan pehyanan secara

lapadu pada ulu lempal ohh beberapa Satuan Kerla Perangkal Daerah (SKPD ). Penrbentukan sekberyandu

msh rengandung beberapa keleruhan, antara hin nnsih lerdapal lokel pehyanan pr[inan/non periihan di

SKPD te*ait, persyaralan dan mekanbme yang nnsih berbelil-beH dan panjang, waktu yang bnu seila bbya

yang linggi.

l. Sekretariat
Bersama
Pelayanan
Terpadu
(SEKBERYANDU)

8
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ll. Unit
Pelayanan

Terpadu ( UPT )

erespon keluhan masyarakat dan dunia usahat
pada tahun 2OO6 Pemerlntah Kota Denpasar

melaksanakan revitallsasi pelayanan terpadu yang menangani periiinan
dengan membentuk Unlt Pelayanan Terpadu (UPT) se_lagal upaya
menlngkatkan fungsl pelayanan perilinan yang_ sebelunya dllaku_kan me'
hlui Sekberyandu. UPT dibentuk berdasarlan Peraturan Walikota
Denpasar t{ohor 3 tahun 2OO6 tentang susunan Organisasi dan Tata
Kerla Unit Pelayanan Terpadu Kota Denpasar.

UFT ilembed-kan pelayanan secara terpadu pada satg tempat oleh
beberapa Satuan Kerla- Perangkat Daerah ( OPD ) - di ..lingkunganpemerihtah Kota Denpasar seiuai kcwenangannya dan dioperasikan
secara rcsml oleh Bapak Walikota Denpasar pada tanggal 2 Pebruari
2006.

Pembentukan UPT inl telah didahului dengan penyederlranaan pela-
t/anan perfinan yang merupakan hasll kallarl tertadap -llPaYa de
6irotratisaii dan d-eregulasi penyelenggaraan pelayanan periiinan yang
mencakup ll (sebehs) bldang p-rllnan yang tertuang dalam Peraturan
Walikota'l{omir 16 tahun 2005 tehtang Pelaksanaan Penyederlranaan
iE"i""a" perfiinan dilingkungan- PemLrintah Kota Denpasar. Materi
penylAerhaneai menyasai g (tig-a) aspek yaitu; menyederlranakan peF
iyaiatan adminlitrasi, mempirsingkat waktu penyelesalan dan mera'
slonallcasikan biaYa.

9
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lll.Dinas Perijinan
Kota Denpasar

Ket : Foto Dinas Per|inan

Bahwa memperlratlkan perftembangan dan dinamlka pembangunan
di Kota Denpasar pasca dilaksanakan pelayanan periiinan oleh UPT ser'
ta mempertimbangkan harapan masyarakat yang !a!g_at positif ter'
hadap pbhyanan perijinan seila adanya dukungan dari Leg_islatif-agar
lembiga UFf dltlngkatkan status menladi Lembaga -yang- Difinitif dan
Otonoir dalam rangka pctayanan perilinan maka perlu dibentuk Dinas
Perilinan.

6inar Periiinan Kota Denpasar dibentuk berdacarkan Peraturan Dae-
rah Kota Den-pasar ]lomor 6 Tahun 2OO7, tentang PemDentukan Organ'
isasi Dlnas ned;inan Kota Denpasaa kemudian diubah dengan Peraturan
Daerah ilomor 2 Tahun 2OOO tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
l(ota Denpasar l{omor ? Tahun 2OO8 tentang org_anls_ari dan Tata Keria
Dlnaa Dairah Kota Denpasar. Dlnas Perflnan dibentuk sebagal upaya
untut mewuludkan Taia Kelota Pemerlntahan yang Balk dan Bebas
kii (AooO Glvernance dan Glean Government) sgbagai implemantasi
Oiri nLn"i"a Aksi Daerah (RAD) yang merupakan tindak laniut dari tlOU
iftemoranaum Of Undersiandtirg) intara Pemerintah l(ota Denpasar
i""g"" BpK, KpK, UEIIPAN dan EPKP dalam menlngkatkan kualltas pe
layanan publlk.
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Bahwa sejalan perkembangan kebijakan terkait dengan pembentukan kelembagaan

Pelayanan Teipadu'Satu Pintu-maka diidakan penataan dan penguata.n kelembagaan di

tlnlflngan Peinerintah Kota Denpasar, dimana teriadi perubahan kelembagaan terkait

F"jay"i"n Perijinan sampai dengan sekarang dengan menindaklanjuti kelembagaan Di-

nal inenjaai bddan yang'ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar no-

mor'14 tahun 2012.

Perubahan peraturan daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kelem-

bagaan pada pitsp yang semula berbentuk dinas menjadi badan. Perubahan kelem-

b;g; i"rseout jril"heigakibatkan perlunya perubahan regulasi pelayanan perijinan di

kota Denpasar.
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\. Dinas Penanarran Ntodal darr PfSP
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Menindaklanjuti Perafuran Pemerintah Republik lndonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan

di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait
Pelayanan Penanaman Modal, Perijinan dan non perijinan dengan menindaklanjuti

kelembagaan badan menjadi dinas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor E Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daarah

Kota Denpasar

Tugas dan Fungsi Perangket Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu mempunyai tugas pokok

melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dibidang penanaman modal, periji-

nan dan non perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

a. Merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pela-

yanan Terpadu Satu Pintu

b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

c. Melaksanakan uruSan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki

d. Melakukan koordinasi dengan lnstansi terkait dalam pelaksanaan urusan pemerintah di

bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat'

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3
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TVIAL PELAYANAN
PUBLIK KOTA
DENPASAR

Berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi
sistem pelayanan publik di lndonesia. MPP dianggap lebih progresif memadukan
pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. MPP juga
merupakan salah satu cara untuk mewujudkan percepatan pelayanan, akurasi
pelayanan, dan fleksibililas kerja. Oleh karena itu, dengan hadirnya MPP juga
diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja
tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Pemerintah Kota Denpasar akhirnya melounching Mal Pelayanan Publik (MPP)
pada tanggal 12 Pebruari 2018 yang berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan
Pehyanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)
menipakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaal Aparqtul Negara dan
Refoimasi Birokrasi 

-Republik 
lndonesia Nomor 23 Tahun 2017 Sebagai bentuk

peningkatan kualitas pelayanan publik seczrra berkelanjutan. dalam upaya
heny6bnggarakan pelayanah publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan
nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik.

MAL PELAYA}IAN PUBLIK
GEDUNG SEWAKA DHARMA - KOTA DENPASAR
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PERIV|ENPAN RB
Peratura n lVlenteri Pendayagunaa n
Aparatur Negara dan Reforrnasi
Birokrasi Republik lndonesia Nornor 23
Tahun 2OL7 Tentang Penyelenggaraan lVlal
Pelayanan Publik-
Keputusan lvlerrteri PendayagLrnaa n
AparatLrr Negara dan Reforrnasi Birokrasi
nornor 1l- Tahun 2018 Tentang Penetapan
Lokasi Penyelenggaraan IVla I Pelayanan
Publik

1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma

2. Keputusan Walikota Denpasar Nomor L88.451160 /HKI2OLB
Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Mal Pela-

yanan Publik Sewaka Dharma

3. MOU antara Pemerintah Kota Denpasar dengan lnstansi

Penyelenggara Pelayanan Publik yang tergabung pada Mal

Pelayanan Publik

4. Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kota Denpasar

dengan Penyelenggara layanan yang tergabung di MPP

a

2

.,

Dasar Hukum
MPP

t4



Kementerian I Lembaga
t. Kantor Wilayah Dircktorat Jendral Pajak Bali

2. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi anusaa

3. Kantor Keiaksaan Negeri Oenpasar

L Kepolitian Resort Kota Denpasar

5. Kantor Penanahan Kota Denpasar

6, Kantor Pengadilan Negeri llenpasar

7. Kementedan Agame

oALAtl

t. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasa.

2. Kantor BPJS Ketenagakeriaan Bali

3. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

4. Perusahaan Daelah Air inum Kota Denpasar

5. PT. TASPEN (Peraero)

6. Badan Narkotika Nasional (BNN) Denpasar

7. PT. PLN (Persero)

Kantor UPTD Pelayanan Paiak dan Restribusi Daorah Provinsi Bali ( Kantor

Samtat)

I

1.

2.

3.

1.

5.

6.

7.

8.

Dinas Penanaman todal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Denpasal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Oenpasar

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasal

Oinas Perlndustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

Bsgian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar ( Perubahan Akun/ user

sampai polaku usaha dapat melakukan proses pengadaan barang/jasa)

Dinas Kosehatan Kota Denpasar

Safuan Policl Pamong Pr4a Kota Denpasar

Dinas Pekeriaan Umum Penataan Ruang Kota Denpasar

Dinac Perumahan, Kawasan Permukiman dan Peftahanan Kota Denpasar l5
Dinas Sosial Kota DenPasar

L
t0.
11.

12.

t3.

INSTANSIYANG
TERGABUNG
DATAM MPP

Badan Layanan / BUMN / BUMD / Swasta

Pemerintah Provinsi Bali

Pernerintah Kota DenPasar
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KELENGKAPAN INFORMASI JENIS LAYANAN

lnformasi Seluruh layanan sudah tersedia di MPP Kota Denpasar yang melalui

manual maupun Online yang dapat diakses di website, lnstagram, Facebook

DPMPTSP Kota Denpasar.
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I

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Denpasat tetdiri dad :

L Kepala Dinaa

2. Sekrctariat

a. Sub Baglan Umum dan Keuangan
b. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Koordinetor Jabatan fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman odal

Koordinator iabatan fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Ter
padu Satu Pintu

4.

Sedangkan bagan sttuktur organisasi Dinas Penanaman odal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota D,cnpasar sebagai berikut :

18

a

ll.l. Tugas, fungsi dan Stuktur Organbasi Perangkat Daerah
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KEPALA DTNAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN ruNGSIONAL DAN
PELAKSANA URUSAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

KELOMPOK JABATAN FT]NGSIONAL
DAN PELAKSANA URUSAN

PENANAMANMODAL

19
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i
Tugas Pokok, Fungsl dan Rlncian Tugas

oauH

A. Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Peraluran Walikota Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
Mempunyai tugas sebagai befikut :

tertulis

KoDala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

keiada Wallkota melalui Sekretaris Daerah.

a. Menetapkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sa-
tu Pintu serta Mal Pelayanan Publik berdasarkan Rencana Strategis Dinas se-
bagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan
program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana;

c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik dengan cara mengadakan tapatl
pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Mod-
al dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan
tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta Peraturan Perundang
-undangan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas

e. menyudun dan Merumuskan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pela-
yanan Terpadu Satu Pintu, Mal Pelayanan Publik serta menyelenggarakan ad-
ministrasi pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagai pedoman
melaksanaan tugas;

f. melaksanakan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu serta Mdl Pelayanan Publik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;

S. melaksana-kan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pela-
yanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan
i,erundan!-undangan untuk menjamin kelancaran pelaksan-a-an pelayanan publik;

h. melaksanakan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik serta sehingga sesuai dengan
meianisme, prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan;

i. melaksana(dn fungsi lain 
'oleh- 

kepala daerah di bidang Penanaman ModaL dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan Pera-
turai Perundang-undangan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan
publik;

f. inengivaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkunqan Dinas Penananaman' ModA dan Pehyanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan .Publik dengan
cara membandingkan antaia program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

t. menyllun laporan pelaks]naan tugas di lingkungan Dinas Penananaman Modal
dan'pelayanbn Teriadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik_ ses_uai dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kineia;
dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun

4a lB
*
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B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sekretariat terdiri atas:

Sub Bagian Umum dan Keuangan
Kelompok Jabatan Fungsional

OALAH

I
2

Sekretariat DPMPTSP mempunyai tugas sebagai berikut:

2t

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan
rencana program Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Mal Pelayanan Publik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan fugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di ling-
kungan Sekretariat sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berka-
la sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan
tugas - tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai
dengan program kerja yang telah ditetapkan dan Peraturan Perundang-

undangan agar terjalin sinkronisasi perencanaan Pemerintah Kota dengan
perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

serta Mal Pelayanan Publik;
f. melaksanakan pengelolaan urusan Kepegawaian sesuai dengan Peraturan

Perundangundangan unfuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi dan

kepegawaian yang baik;
g. melaksanakan pengelolaan urusan program dan perencanaan sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan sistem perencanaan pem-

bangunan yang baik;
h. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan keuangan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan

yang baik;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat dengan cara membandingkan

antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang

telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan mau-

pun tertulis.



c
s

:KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK JABA-
TAN FUNGSIONAL PENANAMAN MODAL (ANALIS KEB]JAKAN
AHL]MADYA)

oauH

Koordinator jabatan fungsional (Analis Kebijakan Ahli Madya) di bidang penanaman modal

merniliki tugas:

a, menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebUakan;

b. merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebflakan;

c. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi implemmtasi Kebuakan;

d. penwsunan naskah akademik;
e. menyediakanrekomendasikebijakan;
f. menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan
g. melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebUakan

h. melakukan kerjasama dan konsultasi dengan peJabat publik dan pemangku

kepentingan
i. menyelenggarakan konsultasi , dialog dan diskusi dengan para pemangku

kepenEngan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan ke-

bijakan;
j. melakukan konsultasi, clialog dan dlskusi dengan para pemangku kepentingan untuk

memperoleh tanggapan terhadap kebUakan;

k. melakukan advoka$ kebijakan;

l. melakukan diseminasi kebUakan;

m. menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepenUngan;

n. ha$l kaiian yang dipubtikasikan dalam bentuk: Monograf, Buku refurensi tingkat nasion-

al, Buku referensi tingkat intemasional, Artikel dalam jumal ilmiah tidak terakeditasi,

Artikel dalam jumal nasional terakeditasi, Artikel dalam jumal internasional;

o. hasil kajian yang disajikan/dipresentasikan pada tingkat: Nasional, Internasional; dan

menulis artikel di media massa

Tugas tambahan:

e Perencanaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

r Pengelolaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

o Pengendalian kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

atl
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D. KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK ]AMTAN FUNGSIONAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (ANAUS KEBUAKAN AHLI MADYA

Koordinator Jabatan fungsional (analis kebijakan ahli madya) di bidang pelayanan
terpadu safu pintu mempunyai tugas :

a. menyedlakan infomasi terloit perumusan masalah kebUakan;

b. mendistsibusikan t4as kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengendalian

Merumuskan isu+isue kebijakan ke dalam rumuli.ln masalah kebijakan;

c. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi implementasi Kebijakan

d. penyusunanNaskahAkademik;

e. meryediakanrekomendclkebiFkan;

f. melakukan Fokus Group Diskusi kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait

dengan isu, masalah dan atau kebUakan;

g. melakukan uJi publik Etnctngan rekomendasi keujakan;

h. melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan

i. Menyelenggarakan kongrhasi , dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan

unhrk memperoleh tanggBpan terhadap uzulan rancangan kebUakan;

j. melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk

memperoleh tanggapan terhadap kebUakan;

k. melakukan advokasi kebijakan;

L melakukan diseminasi kebfakan;

m. menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan;

n. hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk Monograf, Buku referensi Ungkat nasional,

&ku nftremi Ungkat intemasional, Artikel dalam jumal ilmiah tidak terakreditasi, Artikel

dalam jurnal nasional terakredltasi, Artikel dalam iumal intemasional;

o. hdl kaJian yang disajikan/dipresentasikan pada ungkat Nasional, Intemasional; dan

menulb arUkd di media massa

Tugas Tambahan:

o Perencanaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

r Pengelolaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

o Pengendalian kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu'

s
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ll.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

SDM

t

4oALAH

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar sebanyak 187 orang. Terdiri dari PNS sebanyak 59 orang, dan
Tenaga Kontrak 128 orang . Adapun Golongan PNS, dapat dilihat dari tabel 2. 1 berikut:

Gololgrn IVc lvb IVr IIId IIIc lIc TOTAL

JEmlrh
(orrtrg) I I 6 29 7 7 I 59

t,aki-l,eki Per.mpusn Totrl

tt2 187

Tenaga Kontrak sebanyak 128 orang dengan rincian sebagai berikut :

l. Tenaga operator komputer
2. Administrasi
3. Teknisi mekanik dan listrik
4. Sopir
5. Tenaga Kebersihan
6. Kebun
7. Tenaga keamanan
8. Tenaga caraka

l orang
7l orang
1 orang
5 orang
18 orang
10 orang
22 orang
I orang

IIIb IIh tId

4 t0
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ASET DAN EKUITAS

No. Uraian Jumlah
2021 2022

1 2 3 4

I Aset

Aset Lancar

Persediaan

. AIX

-Alat kebersihan

-Cetak

- Benda pos

- Bahan Komputer

-Alat listrik

-Lainnya

Jumlah

Jumlah lnvestasi Jangka PanjanS

Aset Tetap

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, lrigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Kontruksi dalam pengerjaan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

-Penyusutan aset tetap peralatan mesin

-Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan

-Penyusutan aset tetap jalan, iriEasi dan bangunan

-Penyusutan aset tetap lainnya

lumlah Aset Tetap

Aset Lain-lain

Aset Tak Berwuiud

AmortisasiATB

[umlah Aset lalnnya

65,394,593,3t15.39

42,224,5l,,.N

42,22a,5,&..N

15,484,280.00

751,804.00

2s,s37,500.00

420,000.00

35,000-00

63.543.015.855,71

17,357,657,OO

t7 ,357.657,OO

5.851.453,00

4.585.250,00

880.000,00

4.993.890,00

476.634,@

569.430,00

42,228,58,.00 17.1s7.657,00

65,157,113,028.39

13,426,s40,775.24

77,L24,456,987.71

677,7@,499.OO

96,925,000.00

(25,168,519,2t3.601

(71,499,191,749.601

(14,464,9s1,111.@)

(108,241,373.00)

(96,13s,000.00)

63,4IJ7.951.2t4,71

L4.967.679.275,28

77,724,456,987.71

678.133.749,00

96,925,000.00

129A59.24r.797,2a1

113.226.3L8.t7t,281
(16.010.190.851,00)

(126.599.829,00)

(96,135,000.00)

65,157,113,028.39 6t.47 .951.214,7L

t95,2s,.,7i,/.OO

776,73,-,000.O0

(s81,479,265.0o

LL7.707.9,,/,@

776,73L,OOO.OO

(6s9.229.266,00)

LgS,25t,7t4.OO t17.707.9',/,OO

Jumlah As€t 55,394,593,:!46.39 63.543.016.855,71

I
Jangka Pendek

Belanja Pegawai

ng kekurangan ga.ii CPNS meniadi PNs

t tan8 Belania Barangi[asa

Belanja Telepon

Belania Air

Utang Belanja Listrik

Utang lnstalasi lndovision

,umlah l(ewailban lantka Pendek

iantka panlang

Jumlah Kewaiiban iangka Panjang

85,564,1146.0O

85,564/445.0O

2,28,',026.OO

2,2A4,026

83,28{',420.(x'

2,899,163.00

134,700.00

80,054,157.O0

192,400.O0

85,564,445.00

191.421.575,m

191.42,..576,00

93.921.576,00

2.489.959,00

159.200,00

91.087.517,00

184.900,00

93.921.576,00

Jumlah Kewaiiban 85,564,445.00 191.421.576,00

kuitas 6s,309,02&900.39 63.351.595.279,7 |
lumlah Ekuitas 6r.r5t9s,.27s,7t

xew. & Ekuitas 65,394,593,345.39 63.543.015.85s,71
5s,3Gr,O28,900.39



l!.3.Xlneria Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerjr Pelayanan Dinas Penananaman Modal dan PTSP Kota Denpasar

NO lndikator Kinerja sesual

Tugas dan Fun8sl PD

TarBet
NSPK

TarSet
IKK

Target
lndikator
lainnya

Target Renstra Peran8kat Daeaah tahun Reallsasl capalan tahun Rasio capaian tahun

2018 2019 2020 2021 20L7 2018 20L9 202t 2077 2018 2019 2020 2027

(1) l2) (3) (4) (s) (6) l7l (8) (e) (10) (11) (12) (13) {14) (1s) (16) lrTl (18) (19)

1 Persepsi malyarakat
terhadap kualltas
pelayanan perijinan dan
penanaman modal
( Survey Kepuasan

Masyarakat )

Nilai Nilal 77 Nllai 79 Nilai 80 Nilai 80 Nllal
79,25

f'{ilai
83,20

Nllai

u,t2
Nilai

87,&5

80.34 105,66
%

108,0s
%

105,48
%

109,81
%

2 Persentase kepuasan
masyarakat atas

tindaklanjut pengaduan

masyarakat

15% 80% 85% 100 % 133,33
,$

125 % tL7,A
%

111,11
%

Persentase kesesuaian

waku pemrosesan ijin
dibandinEkan dengan

ianjilayanan

70% 10% 75% 80% 85,56
%

88,83 96 92,56% 722,23 136,31
%

118,44
%

LLs,7
%

4 Jumlah media
penyebarluasan informasi
perulnan dalam ltahun

3
Media

3 Media 3 Media 3 Media 3 Media 3 Me-
dla

3 Media 3 Media 3 100 % t@% 7@% 100 x

Persentase peninSkatan
jumlah investor luar
daerah diKota Denpasar

Pening
katan
2%

Peningk
alan 2 %

Peningk
atan 2

%

Peningk
atan 2

%

Peningk
atan 2

%

PerinB-
katan
2r.,42

%

PenihS-

katan
239,73

%

Penuru

nan

35,U %

PeninB-

katan
2.655 %

1.071
%

11,956
%

6 Persentase Penlntkatan
jumlah investasidi Xota

Denpasar

Pening
katan
2%

PenlnSk

alan 2
Penin8k
atan 2

%

Peningk
atan 2

,6

Peningk
atan 2

%

Penlng-
katan
34,30

%

Penurun
an 27,79

%

Penlngk

atan

63,49 %

Penuru

25,77 %

Penur
unan
22,57

v.

t.7L5
%

1,774,5
%

7 Pelsenta5e penutunan

pelanSSaran terhadaP
kebijakan penanaman

modal, perijinan dan non
perijinan
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Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penananamln Modal dan PTSP Kote Denpasar Tahun 2017-2O20
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Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar Tahun 2021

BELANJA DAERAH

I Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

14.087.601.483 13.016.509.734 82,40

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjan-
gan ASN

14.087.601.483 13.016.509.734 82,40

2 Kegiatan Adminisrasi Umum Perangkat
Daerah

963.365.304 864.159.032 89,70

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen In-
stalasi Listrild Penerangan Lampu Kantor

72.615.608 7 t.t4s.268 9'7,98

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

484.,141.3E0 422.982.300 8',1,31

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

302.798.316 28',1.842.464 95,06

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

66.190.000 44.869.000 67,79

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang Undangan

37.320.m0 37.320.000 100

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Uru-
san Pemerintah Daerah

5.64E.480.696 5.038.098.677 89,I9

63,92t.508.200.000 964.038.457Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komu-
nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

97,71361.705.000 353.505.000Sub Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan
dan Perlengkapan kantor

98,463 .7't8.57 5 .696 3 .720 .555 .220Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

969.91t.922 85,E I1. r 30.355.0004 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Dae-
rah Penunjang Urusan Pemerintahan Dae-
rah

81,88287.616.08035 r.25s.000Sub Kegiaran Penyediaan Jasa Pemeli-
haraan, Biaya Pemeliharan, Pajak dan Per-
izinan Kendaraan Dinas Operasional atau
tapangan

87,57779.100.000 682.295.842Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor arau

Bangunan Laitrnya

96,54I r 3.990.000 l r0.M5.000

96,54I10.M5.000I 13.990.000Kegiatan Pembuarsn Peta Potensi Investasi
Ikbupaten/ Kota

I

I t0.045.000 96,54I 13.990.000Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan
Peluang Usaha Kabupat€n / Kota

Anggaran pada ta-
hun 2021

Realisasi Anggaran
Tahun 2021

Rasio antara real-
isasi dan anggaran

tahuo 2021

Uraian

29

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota

2 Program Pengembangan lklim Penanaman
Modal



96,7O190.545.000 1E4.255.000

t Kegiaan Pelayanan Perizinan dan Non Per-
izinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

r90.545.000 1E4.255.000 96,70

96,70r90.545.000 t84.255.000

91,71343.020.840 314.5t5.772

343.020.840 314.5E5.772 91,71I Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pena-
naman Modal yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

47.105.400 42.t57.732 89,50Sub Kegialan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

183.228.040 90,72201.965.440Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinlaonisasi
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

89.200.000 94,9493.950.000Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinlaonisasi
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

19.E00.000 292967.600.000

29,2967.600.000 19.800.000I Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat
Daerah Kabupater/ Kota

,o )o19.800.0006?.600.000Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pela-
yanan Perizinan Berusaha Terintegras i
Secara Elektreonik

No llraian Anggaran pada ta-
hun 2021

Realisrsi Anggaran
Tahun 2021

Rasio anlars real-
isasi dan anggaran

lahrn 2021

3 Program Pelayanan Penanaman Modal

Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Ber-
basis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

4 Program Pengendalian Petaksanaan Pena-
naman Modal

5 Program Pengelolaan Data da Sistem In-
formasi Penanaman Modal
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ia
tl.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

OALAH

Lemahnya koordinasi antar OPD

Ketidaksesuaian regulasi pusat dengan regulasi daerah.

Adanya keengganan masyarakat dalam memberikan penilaian yang obyektif dalam survey

pelayanan publik ( SKM ).

Tingginya minat investasi pelaku usaha.

Penyerahan kewenangan penandatanganan pelayanan perijinan

Online Single Submission ( OSS )

-

a.

b.

c.

I
a
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Tantangan

Pelusng
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b.

c.
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,lt i
11.5. Program lnovasi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas

Penanaman Modal dan PTSP menciptakan produk inovasi untuk kemudahan

pelayanan kepada masyarat.Adapun produk inovasi tersebut yaitu :

:rtd

. Keputusan Walikota Denpasat 188.451X321H1Q2016
yang merupakan revisi Keputusan Walikota
Denpasar Nomor 188.49255|HW2s11 tentang
Pelaksanaan Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi.

. Pelayanan Peri,inan 1 (Satu) Hari Jadi diberikan
untuk :

1. SIUP dan TDP perorangan dengan neraca
awal perusahaan diatas Rp. 50.$0.000
sampai dengan Rp. 100.000.000.

2. SIKTTK (Surat liin Keria Tenaga Teknis
Kefarmasian)

3. SIKP (Surat ljin Keria Pelawat)

rL S|KFG (Surat liin Ke{a Perawat Gigi)

5. SIRO (Surat ljin Keria Refraksionis optisen)

8. SIPR lnsidentil & Legalisir ljin

4oALAH

o
.,i

Keputusan Walikota Oenpasar Nomor
'188.45/929/HK/2016 tentang
Pelaksanaan PelaYanan Periiinan
Keliling

Ililerupakan Ievisi dali Keputusan
Walikota Denpasar Nomor
188.45/it5rHKr2012 tentang
Pelaksanaan Pelayanan Pefilinan
Keliling (Mobile Seruice)

Layanan Three ln One: LaYanan Front
ofice, Layanan oDS dan Periiinan
Online.

o

Pelayanan Periiinan Keliling
(MobileService)

-1

I
3

o
l
I

-
JI

I .f

\ l\,. a

Layanan One Day Service
(oDS)



SMS Gateway

c,

O.l,P! .ls.CSOt3oa.o4226
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JJ

. Memberikan informasi Cek Status. Pemberitahuan
serta info biaya yang dikenakan dan Pemberitahuan
melalui Media SMS

utn
riin yang ditolak

terbittelah

ft Etl

d

L

t(

Pengecekan Uin Melalui
Website dan Aplikasi

Mobile
. Memberikan informasi posisi berkas pemohon dan

memberikan informasi transparansi biaya retribusi yang harus
dibayarkan oleh pemohon.

. Saat ini sudah
aplikasi PRO
Oenpasar)

dikembangkan dengan menambahkan pada
DENPASAR+ (Pelayanan Rakyat Online

E}KC)

-
r=t
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Bangunan, ljln Gangguan dan Iin Tompat PonJualen Minuman Beralkohol
PembebasandanPenguranganSlstem kotingtnan,
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. Sebagai konlrol soslal dalam penyelenggaraan pemerintah rnaka
pengaduan masyarakal perlu ditangani s€cara cepat, tepal, etektif, efisien
dan dapal dipertanggungiawabkan

. Terintegrasi dengan ProDenpasar+

',L
PRO

J . L"yanan Per0inan Onlino dituiukan unluk m€mberi kemudahan dalsm nregajukan
I p€rmohonan Perpanrangan/Daflar Ulang Uin melalui medla onlino (lnleroal)-PeriJrnan Online

SIPoN (Sistem tDforEasi Perijinan oDliDe)
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i

LAH

u col'

Slstem lnformasl Pencatatan Transaksl Accrual Basis

Sertifikasi ISO
9OO1 : 2015

35
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- Dalam rangka membangun
kepercayaan masyarakat atas
penyelenggaraan PelaYanan
perijinan dan Penanaman modal
yang bermutu, Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kota DenPasar
telah monyusun sistem
manaiemen mutu ( ISO 9OO1 :

2015 )

IAF
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Three ln One

Mobile

Service

\

/ swS

I

\

I
I

I
\

Tracking

Three ln One

.q---

/ Pemberian lnformasi dan

Penerimaan Berkas

/ Layanan One Day Service

/ Layanan SIPON

Layanan
Satu Hari

Jadi
(0ne Day

Service)

Perijinan Keliling
pada Pelaya

Sistem
lnformasi
Perijinan
0nline
(srP0N)
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Sistem Aplikasi
Perijinan dengan
Tanda Tangan Digital

oALAt{

Sbtem Pelayanan inidapat diakses secara online oleh masyarakat

mehlui alamal hilp://pelayanan,denpasarkota.qo,id, Unluk Tahap

Awaljenis perijinan yang dihyani adahh perijinan sektor kesehalan

dengan lenis ijin berupa Sural ljin Praktik Perawat. Kemudian diikuli

oleh Sural ljin Praklik Bklan, Surat ljin Praktis Fisiolerapls, Sural ljin

Praklik Eleklromedik, dan Suratljin Terapis Gtgidan Mulut. Totalada

5 jenin ijin seklor kesehatan. Jenis Pehyanan inisudah dihksanakan

muhi awal Juni 2018 dan sampai saal ini ('17 Sepl 2018) tehh

diterbitkan sebanyak 150 ijin bertandatangan dtgital.
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Pelaksanaan Pelayanan

Gambar Arsitektur Gratis
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OALAH

SEIAXAT DAIANG OI

.ffi

-

1r

SIMPA}IAS
(Sistem Informasi Pemantauan, Pem-

binaan dan Pengawasan)

t

r

SIPOIN

Sigtem Informaei Potenei Inveetaai

607 520 3n 43

=-
=-

=-t-
=l-

Sistem ini digunakaa rmtuk mengetahui potensi

investasi dengan melakukan pen&aan dan

pemetazfl tethadap usaha mikro kecil dan

menengah di Kota DenPasat
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APLIKASI CIIASSIE

I

Adapun jenis pelayanan yang dilaksanakan
yaitu :

Memberikan informasi terkait pelayanan
perizinan berusaha
Memberikan pendampingan dalam
pemrosesan perizinan berusaha
Memberikan bantuan pendaftaran perizinan
melalui OSS

e CHASSIE BOT DPMPTSP !.:

G}

<-

roo5 -it- -

Sistem dapat berjalan secara otomatis
selama 24 iim dan apabila ada konaultasi,
pengaduan yang masuk melalui chas3i6 ini
inalia konsultasi / pengaduan teEebut
akan otomatis diteruskan kedalam gtoup
whatsapp dari tim psngaduan DPiiPTSP.
Hal ini akan mempercepat te$pon petugas
dalam menanggapi konsultasi/pengaduan
dari masyarakat dan memPonnudah
koordinasi dalam tim pengaduan.

39

IMPATIK
Pelayanan perizinan pada Kecamatan yang terintegrasi

dengan pelayanan p€rizinan melalui OSS (one single Pela-
yanan yaDg diberikan pada inovasi SIMPATIK (Sistem

Pelayanan Perizinan Berusaha Tingkat Kecamatan) meru-
pakat subnission) pada DPMPTSP Kota Denpasar untuk

kelancaran masyarakat dalam mengajukan proses perizinan

DPMPTSP Kota Denpasar dengan melalarkan terobosan

melalui kegiataa irovasi SIMPATIK (Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Tingkat Kecamatan), dengan men-

dorong pihak Kecamatan untuk membangun sistem yang

terintegrasi dan terkoneksi di Kecamatan sehingga mereka

dapat melayani pelayanan perizinan berusaha berbasis risi-
ko melalui sistem OSS sebagai pelaksanaan Undang-
Undang Nomor I I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penye-

lenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

C:::

I -

ZT

Siatem chassie ini menggunakan media
whabapp sehingga mudah digunakan dan
jangkauannya kepada masyarakat sangat
luas dikarsnakan sebagian boaar maayara-
kat memanfaatkan aplikasi whatsapp untuk
menglrimkan p6an text suara ataupun pe-
san gambar/Yideo

Saat ini bapak/ibu sedang terhrrbung
dengan Chat Assl-t ni Dinas
Penanarnan Modal dan PTSP
Kota Denpasar atau bisa diPanggil

chassie punya t eberaPa lnfo.masi
yang t isa dlPilah, sernoga dapat
rrlernbanlu bapak/ibu merrdaP_arkan
inforrTtasi yanq ditxrtuhkan. - <->

Silahkart pilih rnenu dibawah ini :

€;, o lnformasi Perizinan Kola

f"! o t.torr..=i Mal Pelayanan

$ O tntorrnasi a.plikasi Perizinan
€;il o rnforrnasi KBLI 2o2o
EJ 6 lnforrnasi Kontak
qj, @ lntormasi Li<PM (LaPoran
Kegaatan Penanaman Modal)
Li e Trackins sysiem (cek status
Permohonan)
(J O t.p-t Konsriltasi/Pensaduao

Silahkan kerik Nomor yang dipilih : 1 /
2/3/4/5 6t rlA

.}
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Slstem Smart office ini Juga berfungsi untuk mengintograsikan sistem yang
dimillkl oleh Dinas Penanaman modal dan Polayanan Terpadu Satu Pintu
dengen konsep Singlo Sign On (SSO) sehingga tldak p6du memasukan
uremame dan password (login) setiap akan membuka apllkasi yang ada.

Sbtem lnformasi Smart offico morupakan sistem digltal berbasb web yang
dibangun untuk mengelola data dukung pelak3anasn SoP.maupun- on-SOP
rena -berfungsl untuk menglntegraslxan sbtem yang dlmlllkl oleh Dlnas
Penanaman Hodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sistem smaft ofllce lni brintegrasi dengan whatsapp g.teway (lnovasl
Cherrlo) sehingga memungkinkan slrtem untuk menyampaikan, notitikasi
procec yang terj-a--di dallm siltcm kePada pengguna ytng dituiu m6lalul pssan
whatlapp.

SMART OFFICE

,I
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Tabel 3.t
Pemgtaan permaealahan untuk ponentuan Prioritas dan Sasaran

h

Akar Masalah

(4)

um adanya peta/informasi 4oALAH

I

investasi yang terbaru dan ku
insentif untuk invastor

rangnya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

mengacu pada visi pembangunan Kola Denpasar yaitu : " KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA

MENUJU DENPASAR MAJU ' dan mengacu juga pada misi pembangunan Kota Denpasar yaitu :

Misi3 Kejuiuran dan Spirit S€waka darma
sebagai Penguat Reformasi
Birokrasi menujuTata Kelola
Kepemerintahan yang Baik
(Good Governonce)

Dalam manrjudkan misi pembangunan ters€but maka yang menjadi prioritas yaitu : peningkatan

jumlah investasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik .Dengan dilakukan perbaikan

tcrhadap pormasalahan teBebut diharapkan dapat mendukung visi dan misi kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih. 
4l

No
Masalah

Pokok
Masalah

(1) (2) (3)
la,| Peningkatan

jumlah
investasi

Belum optimalnya penye-
lenggaraan investasi di
Kota Denpaear

Belum makrimalnya ponyedorhanaan
birckrasi peruinan

Perlambatan investasi akibat kejadian
luar biasa

Bolum optlmalnya pengendalian
pelaksanaan penanaman modal

Belum optimalnya pemanfaatan
teknologi untuk mendukung
pemblnaan daya salng investasl

Belum optimalnya indek pelayanan
pubtik

Belum optimalnya pela-
yanan publik

2 Peningkatan
kualltag
pelayanan
publik

III
I

Misil
Meningkatkan Kemakmuran
Masyarakat Kota Denpasar melalui
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pendidikan, Kesehatan dan
Pendapatan Masyarakat yang
Berkeadilan.

Illltjl
PERTIASALAHAN DAN ISU .ISU STRATEGIS PERA]iIGKAT DAERAH

lll.l.ldentflkasi Permasalahan Berdaaarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

lll.2. Telaahan Visi,Misl dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
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Pemetaan permasalahan berdampak langsung terhadap sasaran
OALAH

strategis yang sudah ditetapkan dalam Renstra .Adapun sasaran strategis yang

ditetapkan antara lain :

1. Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar

2. Meningkatnya indek pelayanan publik.

Upaya -upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan permasalahan tersebut yaitu :

r Menciptakan produk inovasi untuk kemudahan pelayanan perijinan

. Lebih intensif melakukan pembinaan terhadap pelanggaran ijin investasi

. Melakukan sosialisasi penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada

masyarakat dan dunia usaha

. Menyusun kajian kebijakan penanaman modal

. Melakukan evaluasi Rencana umum penanaman modal

. Melakukan koordinasi dan kedasama di bidang penanaman modal dengan

instansi pemerintah dan dunia usaha

. Melakukan promosi penanaman modal

Dengan adanya upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan sasaran strategis yang

sudah ditetapkan dapat tercapai.

Kota Denpasar belum memiliki Rencana detail tata ruang ( RDTR ) sehingga untuk

penentuan fungsi kawasan maupun zonasi tidak dapat dilaksanakan .RDTR merupakan

dasar untuk menetapkan SKRK ( Surat Keterangan Rencana Kota ) .RDTR / peraturan

zonasi harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar dari RDTR / peraturan zonasi

ditetapkan dengan peraturan daerah yaitu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
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lll.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

lll.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
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lsu strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan yang prima di bidang penanaman

modal,perijinan dan non perijinan kepada masyakat selama lima tahun kedepan. lsu-isu
strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintah
Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar merupakan
pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah
Kota Denpasar dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat
serla merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

1. Belum optimalnya penyelenggaraan investasidi Kota

Denpasar
2. Belum optimalnya pelayanan publik.

LAH

Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai sebuah OPD yang mempunyai tugas

pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dibidang penanaman

modal, perijinan dan non perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya -

upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat dan dunia

usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan,

tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam

melaksanakan fungsi pelayanan antara lain :

lsu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar :

.tt

lll.5. Penentuan lsu - lsuStrategie

lll.S.l.Analisis Lingkungan lnternal'Eksternal ( SWOT )



a

b.

c.

d.

a. Adanya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota

Denpaser

b. Pelayanan penanaman modal, perijinan dan non peniinan berbasis lT

c. Tersedianya tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasionalkan peralatan lT.

d. Terciptanya produk inovasi

e. Sistem Pelayanan Perijinan Online

Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal dalam negeri di Kota Denpasar

sebagai acuan pelayanan perijinan dan penanaman modal.

Kuantitas dan kualitas SDM terbatas khususnya di bidang penanaman modal

Sarana dan prasar.lna penunjang pelayanan masih perlu ditingkatkan

K€terbatasan anggaran.

Lomahnya koordinasi antar OPD

lGtidaksesuahn r€gulasi pusat dongan regulasi daerah.

Adanya keengganan masyarakat dahm memberiken pEnilaian y?ng obyektf dalam surv€y

p€hyanan pblik ( SKM ).

a

b

c

Kondisi lnternal ( Kekuatan )

Kondisi lnternal ( Kelemahan)

Kondisi Eksternal ( Tantangan)

Kondisi Ek6tetnal ( Poluang)

Tingginya minat investasi pelaku usaha.

Penyerahan kewenangan penandatanganan pelayanan perijinan.

Online Single Submission ( OSS )

a.

b.

c.
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Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas

maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi diversifikasi

konsentis, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Dinas Penanaman Modal

dan PTSP masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi Divepifikasi Konsenfiis, adalah strategi dengan meningkatkan

kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul, dengan

gambaran asumsi sebagai berikut :

A. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) diharapkan semua proses

pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentu-

an yang berlaku dan meminimalisasi kesalahan yang terjadi sehingga adanya SOP

dapat memperlancar proses penerbitan ijin

B. Memanfaatkan Teknologi lnformasi dapat membantu memperc€pat proses pen-

erbitan ijin, mempermudah koordinasi dengan instansi terkait dan juga mempermu-

dah interaksi dengan pemohon / masyarakat.

C. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung tenaga operasional yang

terampil dalam mengoperasionalkan peralatan lT, mobilitas teknologi informasi

serta regulasi perijinan yang konsisten akan dapat dicapai adanya peningkatan

pelayanan publik.

D. Terciptanya produk inovasi setiap tahun diharapkan dapat mempermudah proses

pelayanan penanaman modal,perijinan dan non perijinan, memberikan kemudahan

kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang

diperolehnya dan untuk memberikan semua informasi tentang pelayanan

penanaman modal,perijinan dan non perijinan

meningkatkan pelayanan kepada publik

sehingga nantinya dapat

E. Dengan terciptanya sistem pelayanan perijinan online diharapkan memberikan

kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan

penanaman modal, perijinan dan non perijinan.

oeuH

!ll.5.2.Strategi SWOT
s
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TUJUAil DA}I SASARAN

I I

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Denpasar merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang

penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian Visi pembangunan Kota Denpasar

Tahun 2021-2026.. ,, KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU ..

penjabaran lebih konkrit untuk mendukung visi pembangunan dituangkan dalam misi

pembangunan Kota Denpasar T ahun 2021 -2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pe-

layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan .

2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan

Kesiapsiagaan Bencana .

3. Kejujuran dan Spirit Sewaka darma sebagai Penguat Reformasi BirokrasimenujuTata Kel-

ola Kepemerintahan yang Baik(Good Govemance)

4. Unggul dalam Kualitas sDM, PemanfaatanTeknologi danlnovasi MenuiuKeseimbangan

Pembangunan BerbasisTri Hita Karana .

5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali .

,

II E HALAo4
L

T

lV. {.Tuiuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

llengacu pada misi pembangunan yang perTama dan ketiga, maka Dinas

Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran, sebagai

upaya untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar.
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Meningkatn)€ iumhh nalai

investai di Kota Denpssar
1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Saearan Jangka Menengah Pelayanan Oina6 Penanaman modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINER]A SASARAN PADATAHUN

2022 2023 2024 2025

! Optimalnya penyelenggaraan investaEi dt

Kota Dgnp€sar

Persentse ponin8katan jumlah realisasi
investasi di Kota denpasar

Penlngkatan 2
%

PonlnSkatan 2
96

Peningkatan 2
%

Penin8katan 2
%

Peningkgtan 2

2 Optimalnya pelayanan publik 2. Menangl€tnya kualitaa
pelayanan publik

lndeks pelayanan publik Nalar4,35 Nalai4,4O Nrlai4-9O Nrlai4,92 Nrlai 4-94
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V. t.$trltogl dan Arah Kcb[akan

Strategi dan Arah Kebijakan perangkat daerah lima tahun mendatang dapat dilihat pada table

berikut :.

Tabel 5.1

Strategi dan Kebiiakan

VISI : I)enpasar Kreadf Bcrsarvesen Budeya Delam Keseimbengen Mcnuju Keharmonisan

Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan

Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang

Berkeadilan .

MISI I

Strategi Arah KebijakanTujuan Sasaran

Menguatkan iklim
investa-si

Meningkatnya
jurnlah nilai
investasi di Kota
Denpasar

Mendorong tumbuhnya
investasi

Optimalnya
Penyeleng-
garaan investasi
di Kota
Denpasar

<hrma stbagai Penguat Reformasi Birokrasi-

menujuTata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Govemance) .

SewakaMISI 3 : Kejujuran dan

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
yang efektif dan

efisien

Pelayanan perijinan dan non peri-
jinan berlandaskan Sewaka Dhar-
m8

Optimalnya pe-

layanan publik
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

STRATEG! DAII ARAH XEBIJAXAN
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Rencana program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar
mengacu pada Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraluran Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah
disampaikan pada bab seb€lumnya.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit
keda pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan
( input ) untuk menghasilkan keluaran ( out put ) dalam bentuk barang/iasa.
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BAB VI
RENCANA PROGRAITI DAN KEGIATAN SERTA P
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Penetapan indikator kineda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Pada bagian ini

dikemukakan indikator Kinerja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1

lndikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar yang Mengacu

Pada Indikator Kinerja Daerah Kota DenPasar
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Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasartahun 2021-
2026 merupakan dokumen resmi untuk mengawali
kegiatan dalam memberikan pelayanan secara langsung
kepada masyarakat kearah yang lebih baik.

Rencana strategis diharapkan dijadikan acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar yang dapat diukur dan dipergunakan
sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.

Semoga dengan Rencana strategis ini, upaya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar dapat lebih terarah, terukur dan dapat
memberikan pelayanan penanaman modal, perijinan dan
non perijinan sesuai dengan harapan masyarakat.
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